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Bendahara Bongkar-bongkaran
uk adis Ber

rdakwa kasus dugaan korupsi di Terminal
Manuver Gilimanuk, Gusti Ngurah Bagus Putra Riya

:i.n Kadis Komunikasi dan Informatika) dan
Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk sekaligus
ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Penerima I
Nengah Darna, Rabu (9/5) lalu, kembali dihadirkan di
Pengadilan Tipikor Denpasar. Mereka salin

Denbaitr‘ (B;ali Post) -
Dua

di (man

sekaligus diperiksa sebagai terdakwa.

Ada hal menarik yang di-
bongk am persidangan
yvang dipimpin majelis hakim
I Made Sukereni itu. Yakni,
Darna selaku bendahara
membon'fkar semua pejabat
yang menerima dana retribu-
si di luar upah pungut (UP).
Sebagaimana rincian yang
didapat jaksa dan telah dikon-
firmasi langsung di dalam
persidangan, para penerima
duit yang disebut sebagai
uang makan itu dari pejabat
setingkat kepala dinas den-
gan rincian Rp 1 juta, Polsek
Rp 500 ribu, sekretaris dinas,
kepala bidang dan kepala
seksi rata-rata mendapatkan
bagian Rp 300 ribu. Selain itu,
juga ada penerima dari Dinas
Pendapatan.

Yang menarik, masuknya
nama Polsek sebagai daf-
tar penerima duit di sana.

Kontan saja hal itu men-
cengangkan karena saat ini

petugas di Satuan Lantas
Polresta Denpasar sedang
heboh dugaan kasus OTT
oleh Divisi Propam Mabes
Polri. Kuasa hukum Gusti
Bagus Riyadi yang pensiunan
polisi berpangkat AKBP, I
Made Parwata mengkonfir-
masi langsung di persidan-
gan, siipa nama penerima

Mantan

dana Rp 500 rib !
yvang disebut da

penerima itu. Koordinator
terminal, Darn

mengatakan memang diang-
garkan Rp 500 ribu
Polsek. “Namun, &ak Polsek
menolak menerima dana ban-
tuan itu,” tandas Darna.

Selain itu, walau berkali-

kali disebut Kadis Kominfo
terdakwa Gusti Riyadi me-
nerima Rp 1 juta setiap bu-
lannya, namun dalam persi-
dangan dia membantahnya.
Dia mengaku tidak meneri-
ma. Tetapi saat disodorkan
rincian penerima lengkap
dengan paraf, terdakwa
Gusti Riyadi berkelit bahwa
dia dipaksa anak buahnya.
“Beri jawaban yang logis
dong. Masa ada kadis dipak-
sa oleh anak buah. Anda
eselon berapa? Pak Darna
eselon berapa? Masa mau
dipaksa bawahan Saudara,”
cerca JPU I Made Pasek,
saat Gusti Riyadi berkelit
soal penerimaan dana Rp
1 juta. Dan, sambung jaksa
dalam persidangan, bahwa

tercatat Riyadi berkali-kali

menerima. Namun, lagi-lagi
Riyadi membantahnya dan
mengatakan bahwa bagian
Rp 1 juta itu tidak dia terima

emudian -

‘untuk

_ir persidangan kembali m
‘geluarkan jurus jitunya pad
terdakwa Riyadi. Yakni, jika -
tidak ménerima dana dari

Terminal Manuver, mengapa

melainkan diberikan orang
lain. ! :

~ Beberapa kali terpojok dari

“serangan” JPU, jaksa di akh-

istrinya mengembalikkan Rp
26 juta dan dititipkan di ke-
jaksaan? Riyadi mengatakan
bahwa itu untuk antisipasi
jika kasus ini terbukti di

- persidangan. “Cukup yang

‘mulia,” tutup jaksa.

Pada kesempatan itu,
pihak jaksa juga menying-
gung soal UP. Darna selaku
Pembantu Kordinator dan
Bendahara Terminal Manu-
ver mengaku menerima UP
sebesar Rp 25 juta dari Kadis
Riyadi. Darna dapat bagian
Rp 3 juta, sisanya 1 juta
rupiah dibagikan kepada
22 petugas pungut lainnya.

Jaksa kembali kaget, karena &

yang ditandatangani UP itu
Rp 28 juta sekian. “Mengapa

- (kmb37)

y
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mau nerima Rp 25 jiit'a, pa-
dahal yang saudara Darna
tanda tangani Rp 28 juta

- sekian,” tanya jaksa.

Darna mengatakan tidak
berani menanyakan ke kadis-
nya. Darna juga mengakt
bahwa UP Rp 1 ju
diberikan ke anak
tidak semuanya disera ;
Namun, dipotong Rp 100
ribu dan sisanya Rp 900 ribu
diserahkan ke 22 petugas

~pungut. Alasannya, pemoto-

ngan itu untuk dana opera-
sional seperti upacara di pura
setempat. Dia juga sudah
mengembalikan Rp 42 juta
dan dititipkan di kejaksaan.
Darna sempat menangis di
persidangan saat diberikan
kesempatan menyampaikan
sesuatu oleh majelis hakim.

Berita ni bisa dikomentari
pada acara CitraBali
RadoGlobal FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.
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Kesalahan Pelaporan BMﬁ
Rentan Jadi Temuan BPK

Mangupura (Bali Post) - tek ini untuk memngkatkan BPK atas laporan keuangan
Pelaporan Barang Milik mutu dan kualitas pelaporan BNN dan sertifikasi tanah
Negara (BMN) kerap tegadl. keuangan sesumdenganstan yang diukur melalui pendeka-
kesalahan sehingga menjadi dar akuntansi pemerintah di  tan telah bersertifikat. ;
temuan Badan Pemeriksaan  lingkungan BNN, khusus- Beberapa poin yang sering
Keuangan (BPK). Kepatuhan nya satuan kerja yang baru terjadi pada satuan kerja (sat-
pelaporan BMN diukur den- terbentuk. Selain arahan ker), lanjut Suastawa, yakni
. gan indikator opini BPK atas tentang pengelolaan keuan- kesalahan dalam penggunaan
laporan keuangan BNN dan gan dan BMN, ‘peserta juga akun baik dalam pengadaan,
jajarannya. Misalnya, tidak = diberikan informasi mengenai pembelian barang persediaan
segera melakukan proses tata cara penerimaan hibah, dan pemeliharaan. Selain
penghapusan atas aset y&ng ~ penggunaan akun belan]ag itu, tidak dilaksanakannya

rusak berat. ~ yang tge;nghasxlkan barang,j,.; pan status penggunaan
“Pengelolaan BMN meru- persediaan dan aset, serta N sehingga tidak dapat di-
~ 'pakan hal penting dalam materi lainnya. lakukanproses penghapusan

" mendata nilai aset yang di-  Ada tiga kategori yang ha- Selanjutnya, tidak :
miliki oleh negara secara rus dipedomani oleh pengelola  pencatatan barang p uedl
rinci dan akurat,” kata Kepala BMN menjadi indikator kin- aan dan lambat melak

, BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. erja penyusunan laporannya, proses penghapusan atas aset
I Putu Gede Suastawa, S.H. yaitu utilisasi BMN diambil yang rusak berat. Terakhir,
saat acara penutupan Bimtek  dari kegiatan penetapan sta-  yaitu Satker belur  menyusun
Pengelolaan BMN di Jim- tus penggunaan BMN, terma- rencana kebutu _
baran, Kuta Selatan, Jumat suk di dalamnya optimalisasi ~ “Laporan BMN Q@ ai Pﬁr
(4/5) lalu. . - penggunaan BMN tersebut. nan atas laporaﬁkuntab

Brigjen Suastawa men- Kepatuhan pelaporan BMN tas pengelolaa
gungkapkan, tujuan Bim- diukurdenganindikatoropini sesuai dengan rins
- kaidah yang berlaku

upaya mewu]udkaﬂpod gov-
- ernance,” tandasnyze
Kepala BNNP asal Desa
Gulingan, Mengvu, adwng
ini memotlvasxpam peserta
agar tetap semang
 bekerja walaupun ertmal
dari instansi b?‘
- adalah rumah
tempat kita me
pelayanan kepada

kat, lingkungan kita, agar
mereka terhindar dari ba-
haya narkoba,” pintanya.
(kmb36)
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lapura (Bali Post) -
Pemkab Karangasem memberi kelon
ggak pajak. Alasannya,
) sangat maklum dengan sit
berbagai kendala yang dihadapi p

“Jangan s saklek Kita beri-
n kemudahan dengan cara
encicil,” ungkap Kepala BP-
Karangasem I Nengah
indra, beberapa hari lalu.
. Mindra enggan merinci
\4mlah tunggakan pajak di
ktor pertambangan mineral
an logam tersebut. Man-

berapa pengusaha gahan 58
nunggak pajak, karena mer-
eka terkena dampak erupsi
Gunung Agung akhir 2017
lalu. Banyak juga tunggakan
terjadi karena pengusaha
itu belum menerima pem-
bayaran dari pelanggannya
sehingga benmbas terhadap

ggaran kepada para pen
Badan Pengelola Keuangan
uasi selama erupsi dan pasca-erupsi teﬂzadap 7%
ara pengusaha di bumi lahar itu.

N Provinsi Bali

l']m

SR

ggak Pa]ak, Pengusaha Gahan C
- Dibolehkan Mencicil

saha gahén C
an Aset Daerah

yang punya beban k&ryawm
vang cukup tinggi. Pet gas.

‘telah melayangkan surat pen- S

egasan wajib pajak di sektor
galian C itu untuk memenuhi
kewajibannya. Seandainya
dalam jangka waktu satu tg 2
hun, wajib pajak itu tidak m

men

kewajibannya, barsu
wajib pajak itu dikenai sanksi
administrasi. "Bagalm un
juga penguw;a itu mitra gta
‘Memba yzy; gakannsicii
dibenarkan dalam undang--
undarig katanya SR
Keputusan memberi
kelonggaran itu han-
va ditujukan kepada
_pengusaha yang Qudah

: bag Ekonomi itu hanya

engatakan total tunggakan
jumlahnya miliaran. “Kami
rus pelan-pelan,” ucap-

pajak.

Untuk menarik piutang
dari para pengusaha, Mindra
mengatakan pihaknya terus
melakukan pendekatan. Di-
harapkan pengusaha itu mau
kooperatif dengan kelong-
garan yang diberikan. BP-

sendiri menyadari dan
maklum dengan pengusaha

Pemkab Karangasem, kata
engah Mindra, memberikan
ringanan mencicil tungga-
n pajak itu setelah melihat
ndisi riil di lapangan. Be-

mengantongiizin. Sedangkan
tulrgggakan sebelum 2016
\atau ketika usaha nonber-
jzin masih dipunguti pajak,
Mindra mengaku masih perlu
koordinasi dengan Badan
Pemeriksa Keuan an ( PK) ;
Namun, sejauh in FKbelum
memberikan ‘solusi apakah
“tunggakan itu diputihka
atau bisa ditagih. “Kita koor-
dinasi dengan BPK (tlulu :
ni penting agar nantinya
'ieblffkan pemkab itu tidak
menjadi temuan,” pungkas
Mindra. (kmb)
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